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ABSTRAK 
 
Darmawansyah Razak, B11114600, Tinjauan Yuridis Terhadap 

Tindak Pidana Tanpa Pengancaman dan Perusakan (Studi Kasus Putusan 
No. 1580/Pid.B/2020/PN.Mks), penulisan skripsi ini di bawah bimbingan 

Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzani 
sebagai pembimbing II.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum materil 
terhadap tindak pidana pengancaman dan perusakan dalam putusan nomor 
1580/Pid.B/2020/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan pada tindak pidana pengancaman dan perusakan 
dalam putusan nomor 1580/Pid.B/2020/PN.Mks. 

 
Penelitian ini dilaksanakan di Makassar yaitu Pengadilan Negeri 

Makassar dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan 
penelitian dan menganalisis putusan nomor 1580/Pid.B/2020/PN.Mks. 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan bahan 
hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
teknik penelitian kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif kualitatif.   

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana 

oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan nomor 
1580/Pid.B/2020/PN.Mks telah tepat. Jaksa penuntut umum menggunakan 
dakwaan kumulatif, yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 335 ayat (1) 
Kuhpidana tentang tindak pidana pengancaman dan dakwaan kedua 
melanggar Pasal 406 Kuhpidana tentang tindak pidana perusakan. Diantara 
unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, 
yakni terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana 
yang dilakukan terdakwa adalah Pasal 335 ayat (1) Kuhpidana tentang tindak 
pidana pengancaman dan Pasal 406 Kuhpidana tentang perusakan. (2) 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
No.1580/Pid.B/2020/PN.Mks yaitu hakim menjatuhkan hukuman didasarkan 
dengan keyakinan dan hati nurani hakim serta fakta yang ada dipersidangan, 
selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan, sehingga penulis berpendapat dalam penjatuhan sanksi pidana 
terhadap terdakwa sudah sesuai dan cukup memberikan efek jera bagi 
pelaku, adapun tidak dimasukkannya concursus dalam pertimbangan hakim 
dikarenakan korban telah memaafkan terdakwa. 

 

Kata kunci: Tindak Pidana, Pengancaman, Perusakan. 



vii 
 

ABSTRACT 

 Darmawansyah Razak, B11114600, Juridical Review of Criminal 
Acts Without Threats and Vandalism (Case Study Decision No. 
1580/Pid.B/2020/PN.Mks), writing this thesis under the guidance of Audyna 
Mayasari Muin as supervisor I and Hijrah Adhyanti Mirzani as supervisor 
advisor II. 
 
 This study aims to determine the application of material law to the 
criminal act of threatening and destroying in the decision number 
1580/Pid.B/2020/PN.Mks and to find out the judge's considerations in making 
the decision on the criminal act of threatening and destroying in the decision 
number 1580/Pid.B. /2020/PN.Mks. 
 
 This research was carried out in Makassar, namely the Makassar 
District Court by reviewing library materials relevant to the research and 
analyzing decision number 1580/Pid.B/2020/PN.Mks. This research is a 
normative research, using primary and secondary legal materials. Data 
collection techniques used are library research techniques. The data analysis 
technique used is descriptive qualitative analysis. 
 
 The results of this study indicate that (1) The application of criminal 
law by judges to perpetrators of criminal acts in decision number 
1580/Pid.B/2020/PN.Mks has been correct. The public prosecutor uses 
cumulative charges, namely the first charge of violating Article 335 paragraph 
(1) of the Criminal Code regarding the crime of threatening and the second 
charge of violating Article 406 of the Criminal Code regarding the crime of 
vandalism. Among the elements of the Article indicted by the Public 
Prosecutor, which is legally and convincingly proven to fulfill the formulation of 
the criminal act committed by the defendant, are Article 335 paragraph (1) of 
the Criminal Code concerning the criminal act of threatening and Article 406 
of the Criminal Code regarding vandalism. (2) The judge's legal 
considerations in passing the decision No.1580/Pid.B/2020/PN.Mks, namely 
the judge's sentencing is based on the conviction and conscience of the judge 
as well as the facts in court, besides that the judge also considers things that 
are aggravating and mitigating, so that the author is of the opinion that the 
imposition of criminal sanctions against the defendant is appropriate and 
sufficient to provide a deterrent effect for the perpetrators, while the 
concursus is not included in the judge's consideration because the victim has 
forgiven the defendant 

Keywords: Crime, Threats, destruction 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang berdasarkan 

atas hukum (rechtstaat) yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 

1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat). Artinya, negara 

Indonesia sebagaimana digariskan adalah negara hukum yang 

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan 

yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan 

pemerintahan. Implementasi dari konsep negara hukum ini tertuang 

dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Negara 

hukum, maka seyogyanya hukum di Indonesia harus berperan dalam 

segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal tersebut 

bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan 

kesejahteraan. 

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus dalam 

hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju 

ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam 

masyarakatnya yang disebut norma. Di dalamnya terdapat ketentuan 

tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan 
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serta akibatnya sebagai sanksi. Perbedaan antara hukum pidana dengan 

hukum yang lainnya adalah bentuk sanksinya yang bersifat negatif yang 

disebut pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam, mulai dari 

dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas 

kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat 

dirampas pula nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.1 

“Pidana” merupakan suatu karakteristik dalam hukum pidana yang 

menjadi pembeda dengan hukum perdata. Gugatan perdata pada 

umumnya, pertanyaan timbul mengenai seberapa besar (jika ada) 

tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa (jika 

ada) yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Sedangkan 

dalam perkara pidana justru sebaliknya, seberapa jauh terdakwa 

merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada 

terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana). Di dalam tujuan pidana 

tidak selalu dicapai dengan pegenaan pidana, tetapi merupakan upaya 

preventif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Perlu pula 

dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan (maatregel). Pidana 

dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat 

karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi 

tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena 

                                                             
1 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2 
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tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir 

pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat..2 

Peraturan dibuat sebagai payung hukum  guna menciptakan 

ketertiban dan memberikan perlindungan serta penanggulangan terhadap 

berbagai kejahatan atau tindak pidana yang terjadi. Salah satu landasan 

hukum dalam hukum pidana ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya 

terbagi atas tiga buku yaitu : buku pertama tentang aturan umum, buku 

kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran. tidak 

hanya KUHP, Indonesia juga telah melahirkan berbagai peraturan 

perundang-undangan lainnya agar mampu memenuhi kebutuhan hukum 

dalam masyarakat. Dengan berbagai peraturan tersebut, idealnya bahwa 

tingkat kriminalitas dapat berkurang namun kenyataannya berbagai 

kejahatan atau tindak pidana tetap massif terjadi. Hal ini yang kemudian 

perlu untuk dikaji lebih dalam mengapa terjadi ketimpangan yang 

signifikan antara das sollen dan das sein-nya. 

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak 

pidana perusakan dan pengancaman, adapun aturan terkait tindak pidana 

tersebut tertuang dalam KUHP, tindak pidana perusakan barang diatur di 

dalam Pasal 406 yang berbunyi sebagai berikut : 

                                                             
2 Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.27 
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Pasal 406 (1) KUHP ; 

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum 
menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau 
menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian 
milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua 
tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah” 

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 355 yang berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 335 (1) KUHP; 

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain   
supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, 
dengan memakai kekerasan, perbuatan lain atau memakai 
ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang 
itu sendiri maupun orang lain”. 
 

Tindak pidana tersebut di atas, yang dilakukan berbarengan ini 

dalam KUHP lazim disebut dengan perbarengan tindak pidana 

(concursus). Perbarengan tindak pidana (concursus) ialah terjadinya dua 

atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang 

dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang 

awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan 

hukum. 

Salah satu contoh kasus tindak pidana pengancaman dan 

perusakan ini terjadi di Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota 
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Makassar, sebagaimana dalam putusan Nomor 1580/Pid.b/2020/PN.Mks 

dengan posisi kasus sebagai berikut : 

Berawal ketika terdakwa Yawan Alis Baim, pada hari Selasa 

tanggal 04 Agustus 2020 sekitar Pukul 02.35 Wita atau setidak-tidaknya 

pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2020, bertempat di 

Hotel Rumah Indah Jl. Ance Dg.Ngoyo No. 19 Kelurahan Masale 

Kecamatan Panakukkang Kota Makassar atau setidak-tidaknya disuatu 

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan 

Negeri Makassar, ketika terdakwa bersama saksi Takdir, saksi Ibnu dan 

Lk.Faizi menuju ke hotel untuk mengambil handphone milik terdakwa di 

saksi Farah dan sesampainya didepan pintu masuk hotel, terdakwa 

bertemu dengan saksi Farah diteras hotel dan terdakwa langsung 

meminta handphone milik terdakwa, akan tetapi saksi Farah tidak mau 

memberikan handphone tersebut, hingga terdakwa cekcok dan adu mulut 

dengan saksi Farah. 

Tidak lama kemudian saksi korban menegur terdakwa dengan 

mengatakan “Woe Sundala” sambil mendorong terdakwa. Selanjutnya 

karena emosi, terdakwa menyuruh Lk. Faizi untuk mengambil pisau 

terdakwa yang ada di dalam mobil dan setelah pisau tersebut berada 

ditangan terdakwa, terdakwa langsung mengejar saksi korban masuk 

kedalam hotel sambil mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban. 

Kemudian melihat hal tersebut, teman terdakwa yakni saksi Takdir dan 
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saksi Ibnu ikut lari masuk untuk melerai dan menyuruh terdakwa untuk 

keluar sehingga terdakwa berhenti dan keluar menuju mobil. Sementara 

terdakwa berjalan keluar, terdakwa melihat meja lalu mendorong meja 

tersebut sampai jatuh ke lantai dan kacanya pecah berantakan dan 

setelah itu terdakwa keluar dan langsung naik keatas mobil kemudian 

pergi. 

Putusan hakim  dalam persidangan menyatakan terdakwa Yawan 

Alias Baim Bin Agus  tersebut dinyatakan telah terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana pengancaman dan pengerusakan terhadap 

salah satu petugas yang melakukan pengamanan, yang karenanya 

hukum penjara selama 4 (empat) bulan. 

Majelis hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 335 Ayat (1) 

KUHP dan Pasal 406 KUHP dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa 

dengan hukuman  pidana penjara 4 (empat) bulan dikurangi masa 

tahanan. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut 

mendorong penulis melakukan penelitian dan untuk itu tertarik memilih 

judul : “Tinjauan Yuridis Tehadap Tindak Pidana Pengancaman dan 

Perusakan (Studi Kasus Putusan Nomor 1580/Pid.B/2020/PN.Mks)”. 

 

 

 



7 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan 

beberapa masalah: 

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap 

tindak pidana pengancaman dan perusakan dalam putusan 

nomor 1580/Pid.B/2020/PN.Mks ? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan pada tindak pidana pengancaman dan perusakan 

dalam putusan nomor 1580/Pid.B/2020/PN.Mks ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 

tindak pidana pengancaman dan perusakan dalam putusan 

nomor 1580/Pid.B/2020/PN.Mks. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan pada tindak pidana pengancaman dan perusakan 

dalam putusan nomor 1580/Pid.B/2020/PN.Mks. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian 

ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang 

pengembangan ilmu bagi penulis sendiri khususnya dan 

mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya. 

2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi 

semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam 

mengemban tugas profesi hukum. 

3. Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak 

dalam rangka penanggulangan tindak pidana pengancaman 

dan pengerusakan. 

E. Orisinalitas Penelitian 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terdapat beberapa karya 

ilmiah pada Program Studi Ilmu Hukum yang mempunyai kemiripan 

dengan rencana penelitian ini, antara lain: 

1. Pertama, Skripsi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

atas nama Nuredah dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap 

Tindak Pidana Pengancaman”. Pembahasannya sama-sama 

membahas terkait Tindak Pidana Pengancaman, akan tetapi yang 
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membedakan dengan penelitian penulis yaitu pada Penelitian 

tersebut mengkaji Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Tka 

sedangkan penelitian penulis pada Putusan Nomor 

1580/Pid.B/2020/PN.Mks, Adapun Lokasi penelitian dari Skripsi 

tersebut berada di Takalar sedangkan Lokasi penelitian penulis 

berada pada ruang lingkup Kota Makassar dan dalam penulisan 

skripsi ini hanya terfokus pada Tindak Pidana Pengancaman, 

sedangkan penelitian penulis berfokus pada dua aspek yaitu 

Tindak Pidana Pengancaman dan Perusakan.  

2. kedua, Skripsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta atas 

nama Tyas Arum Samodro dengan judul “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum”. 

Pembahasannya sama-sama membahas Tindak Pidana 

Perusakan, yang  membedakannya yaitu pada Skripsi ini 

membahas Putusan No. 98/Pid.B/2019/PN Sgn sedangkan 

penelitian penulis yaitu membahas Putusan Nomor 

1580/Pid.B/2020/PN.Mks, Lokasi penelitiannya juga berbeda 

Skripsi tersebut Lokasi Penelitiannya di Sragen sedangkan Penulis 

Lokasi Penelitiannya di Makassar, Skripsi ini hanya fokus pada 

penelitian Tindak Pidana Perusakannya sedangkan kajian penulis 

berfokus pada  dua aspek yaitu Tindak Pidana Pengancaman dan 

Perusakan.   
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F. Metode Penelitian 

Untuk mengetahui dan membahas permasalahan yang ada 

diperlukannya pendekatan dengan menggunakan metode-metode 

tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian adalah segala cara 

dalam rangkai ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan 

pengetahuan sehingga hasil pembahasannya dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah. Pada 

penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Tipe Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan 

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 3Penelitian 

hukum yang meneliti kaidah atau norma disebut sebagai 

penelitian normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti 

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-

                                                             
3 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
hlm. 34. 
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peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.4 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum 

normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 

guna menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan, 

dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-

undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach).5 

Berdasarkan uraian diatas serta rumusan masalah dan 

tujuan penelitian maka metode penelitian Penelitian yang 

digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan 

menggunakan metodologi penelitian Hukum Normatif.    

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitiaan ini menggunakan pendekatan, 

diantaranya: Pendekatan Perundang-Undangan (statute 

approach); Pendekatan Kasus (case approach); dan 

Pendekatan Konseptual (conceptual approach). 6  Pendekatan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan Putusan Nomor 

                                                             
4  Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14. 
5 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., hlm. 93-95 
6 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., hlm. 137 
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1580/Pid.B/2020/Pn.Mks. Pendekatan kasus berkaitan dengan 

Tindak Pidana Pengancaman dan Perusakan. Adapun 

pendekatan konseptual berkaitan dengan teori Tindak Pidana 

Pengancaman dan Perusakan. 

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Oleh karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

Normatif, maka jenis data yang paling utama yang digunakan 

adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

1.  Jenis bahan hukum 

1) Bahan hukum primer  

  Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum 

primer adalah hukum yang bersifat autoritatif yang artinya 

mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer 

terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-

catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan 

perundang-undangan dan putusan hakim. 7  Dalam 

penelitian ini , peneliti menggunakan bahan hukum 

primer sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang 

Peraturan Hukum Pidana; 

                                                             
7  Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 
hlm 66 
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b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana; 

c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman 

d. Putusan Hakim Nomor 1580/Pid.B/2020/PN.Mks. 

2) Bahan hukum Sekunder  

  Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum 

yang dapat membantu menganalisis dan memahami 

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat 

diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi.  Adapun macam 

dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku 

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan 

komentar-komentar atas putusan pengadilan. 

 

2. Sumber Bahan Hukum 

Sumber data diperoleh dari dengan studi kepustakaan 

dan studi lapangan, studi kepustakaan adalah 

mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, 

mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur, 

peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya baik 

buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum 
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lainnya. Adapun studi lapangan adalah mengumpulkan data 

dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau 

objek penelitian melalui pengamatan langsung (observasi). 

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum primer maupun 

bahan hukum sekunder, maka penulis menggunakan penelitian 

kepustakaan: Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah 

bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa 

literatur - literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan 

perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, 

dokumentasi serta menganalisis putusan nomor 

1580/pid.b/2020/pn.mks. 

e.   Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini 

baik data sekunder dan data primer disusun dan “dianalisis 

secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah 

diterapkan, “kemudian selanjutnya bahan hukum tersebut 

diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang 

dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab 

permasalahan yang penulis teliti ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PENERAPAN HUKUM 

PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DAN 

PERUSAKAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1580/PID.B/2020/PN.MKS. 

 

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

 Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan 

oleh KUHP.8 Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari srafbaarfeit 

menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal 

tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi 

dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. 

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat yang di dalam 

undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam 

Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak 

yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak 

melaporkan, maka ia dapat dikenakan sanksi. Sehubungan dengan 

penafsiran terkait tindak pidana begitu banyak pendapat-pendapat 

yang muncul dari para ahli antara lain : 

                                                             
8 S.R. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cetakan 3, 
Storia Grafika, Jakarta, hlm 204. 
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 Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan 

pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.9 

 Adapun perumusan strafbaarfeit menurut Van Hamel adalah 

kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat 

melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan 

kesalahan.10  

 Menurut Prof. Achmad Ali yang dimaksud delik adalah 

pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum 

ataupun undang-undang dengan tidak membedakan apakah 

pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik 

termasuk hukum pidana.11 

 Pandangan dari Simons mengartikan strafbaarfeit adalah suatu 

tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 

ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.12 

                                                             
9  C.S.T. Kansil dan Christine, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, 
Jakarta, hlm 54. 
10 Satochid Kartanegara, 1955, Hukum Pidana Bagian Pertama, Balai Lektur Mahasiswa, 
Jakarta, hlm 4. 
11  Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 262. 
12 Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, 
Jakarta, Hlm 8.  
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 Menurut Wiryono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.13 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

 Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni : 

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan 

dan pelanggaran. 

  Kejahatan adalah rechtsdelict artinya perbuatan-

perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini 

terlepas perbuatan ini diancam pidana dalam suatu perundang-

undangan atau tidak. Jadi perbuatan itu benar-benar dirasakan 

masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. 

  Pelanggaran adalah wetsdelict artinya perbuatan-

perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak 

pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.14 

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan 

materiil. 

  Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 

perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. 

Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil 

adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/seleksi dengan 

                                                             
13 Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana di 
Indonesia, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 180. 
14 Tri Andrisman, 2007, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 86.  
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telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-

undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang 

diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut 

misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, 

penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan 

seterusnya. 

  Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang 

perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil 

adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau 

dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah 

terjadi.15 

Adapun delik menurut doktrin yang terdiri dari : 

a) Delik Komisi dan Delik Omisi 

   Delik Komisi adalah dleik yang berupa 

pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. 

Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 

tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel 

yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.16 

                                                             
15  Ibid 
16 Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm 
105.  
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  Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran 

terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai 

contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP 

tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan 

tertentu, asal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, 

Pasal 478 KUHP tentang keharusan nahkoda untuk 

memberikan bantuan, Pasal 531 KUHP tentang keharusan 

menolong orang yang menghadapi maut. 

b) Delik Rampung dan Delik Berlanjut 

  Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu 

perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai 

dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh 

Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai 

dengan matinya si korban.17 

   Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu 

atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu 

keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya 

Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang 

melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan 

barang-barang yang dipakai untuk memalsukan materai 

dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan 

                                                             
17  Ibid  
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melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan 

penahanan.  

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 Menurut Simons, ada dua unsur tindak pidana yaitu unsur 

objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, 

akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan 

tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur Subjektif orang 

yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus 

dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan 

akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu 

dilakukan.18 

 Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya 

dari dua sudut pandang, yakni : 

b) Unsur tindak pidana menurut Moeljatno ialah : 

1. Perbuatan 

2. Yang dilarang oleh aturan hukum 

3. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan 

 Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan 

hukum. diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu 

perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian 

                                                             
18 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, hlm 40.  
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penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya 

pada umumnya dijatuhi pidana. 

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah : 

1) Kelakuan  

2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum 

3) Diancam bukan hukuman 

4) Dilakukan oleh orang 

5) Dipersalahkan/ kesalahan.19 

b) Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang 

 Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 

tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam 

buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak 

pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak 

pidana yaitu :20 

1. Unsur tingkah laku 

2. Unsur melawan hukum 

3. Unsur kesalahan 

4. Unsur akibat konstitutif 

5. Unsur keadaan yang menyertai  

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 

                                                             
19 Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 81. 
20  Ibid  
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8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 

9. Objek unsur hukum tindak pidana 

10.Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 

11.Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 

B. Tinjauan Umum  Tindak Pidana Pengancaman 

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 adapun 

unsur-unsurnya antara lain: 

Unsur objektif, memaksa orang dengan ancaman: 

- menista;  

- menista dengan surat; atau 

 - membuka rahasia. 

Agar orang itu : 

- memberikan kepadanya suatu barang miliknya atau milik orang lain;  

- menghapuskan utang; 

 - membuat utang; 

  Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum. Perbuatan 

memaksa ini hampir sama dengan perbuatan memaksa pada 

pemerasan yaitu, seseorang memperoleh suatu barang dan barang itu 

didapat karna suatu perbuatan memaksa dengan ancaman 

dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan. 

Perbedaanya cara memperoleh barang terletak pada “alat yang dipakai 
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memaksa”. Jika pada pengancaman digunakan dengan ancaman 

menista, menista dengan surat dan membuka rahasia, sedangkan 

dalam Pasal 368 menggunakan kekerasan atau ancama kekerasan. 

Dalam Pasal 369 ayat (2) KUHP ini menyatakan bahwa, 

kejahatan ini merupakan delik “aduan” yang mutlak yaitu perbuatan itu 

dituntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan. Sedangkan dalam 

Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan merupakan kejahatan “biasa” 

yang tidak perlu adanya pengaduan. Dengan demikian dalam Pasal 368 

ayat (2) ini penegak hukum dapat bertindak tanpa adanya pengaduan 

oleh yang terkena kejahatan.21 

Selain itu, jika seseorang melawan hak memaksa orang lain 

untuk melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan 

memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat 

dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan 

atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan 

(meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP 

jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHP terdapat di BAB 

XVIII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang. 

Unsur-unsur Pasal 335  

1. secara melawan hukum;  

2. memaksa orang melakukan atau tidak melakukan; 

                                                             
21 Gunadi Ismu, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, hlm.138 



24 
 

 3. memakai kekerasan;  

4. terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.22 

Dalam prakteknya, penerapan Pasal 335 KUHP oleh Mahkamah 

Agung R.I. (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur 

paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian 

perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan menurut MA, tidak 

selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam 

bentuk paksaan psikis. 

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perusakan 

 1.  Pengertian Tindak Pidana Perusakan 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata 

“Perusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak‟ berarti 

sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan 

binasa. Jadi perusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan 

merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang 

sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata 

penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, 

cara menghancurkan. Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda 

yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. 23 Maksud dari 

                                                             
22 Andi Hamzah, 2014, KUHP & KUHAP Edisi Revisi,  Rineka Cipta, Jakarta, hlm.133 
23 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 
Pustaka, Jakarta, hlm. 386 
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penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan 

perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa 

mengambil barang itu. Perusakan barang sarana umum sangat 

merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau 

seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan 

lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang 

telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan 

terjadinya perusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan 

masyarakat. Perusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. 

Perusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V 

Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 

dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang 

dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP.24 Perusakan dalam 

Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut: 

(1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan 

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang 

atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun enam bulan. 

Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang 

                                                             
24 R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Politeia, 
Bogor, hlm. 278 
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merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi 

pelaku perusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, 

khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia,ditetapkan bahwa: 

1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum 

membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai 

lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau 

sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-

lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda 

sebanyakbanyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).  

2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang 

dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, 

merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau 

menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya 

kepunyaan orang lain. 

Bagi pelaku perusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam 

terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan 

penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku perusakan 

barang yang melakukan kejahatan. 

Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari buku 

II KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana 
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zaakbeschadiging atau perusakan benda, 25  yang karena mendapat 

pengaruh dari pengaturannya di dalam Code Penal Prancis, seringkali 

orang menyebut tindak pidana tersebut sebagai salah satu jenis tindak 

pidana yang ditujukan terhadap hak milik ataupun yang oleh Simons 

juga disebut sebagai misdrijven tegen de eigndommen. 26  Didalam 

Undang-Undang pidana jerman, para pembentuknya hanya melarang 

perbuatan-perbuatan beschadigen atau merusakkan dan zestoren atau 

penghancuran, sedangkan di dalam KUHP yang berlaku, pembentuk 

Undang-Undang ternyata telah juga melarang perbuatan-perbuatan 

onbruikbaar maken atau membuat hingga tidak dapat dipakai dan 

wegmaken atau menghilangkan disamping perbuatan-perbuatan 

vernielen yang artinya menghancurkan dan beschadigen yang artinya 

merusakkan. 

2. Bentuk-bentuk Perusakan Barang Yang di Kategorikan Sebagai Tindak 

Pidana 

  Adapun bentuk-bentuk perusakan barang yang dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain sebagai berikut:  

1) Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok Tindak 

pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan: 

                                                             
25 Simons, Leerboek II, hal.120, di dalam buku P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, 
Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.301 
26 Ibid,hlm 301. 
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a) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan 

hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak 

dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang 

yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, 

dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 

(delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 

Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah). 

b) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang 

dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, 

merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau 

menghilangkan binatang, yang sama sekali atau 

sebagiannya kepunyaan orang lain. Supaya pelaku tindak 

pidana perusakan dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP 

harus dibuktikan: 

a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, 

membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau 

menghilangkan sesuatu barang b. Bahwa pembinasaan 

dan sebagainya. itu dilakukan dengan sengaja dan dengan 

melawan hukum.  

c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian 

kepunyaan orang lain. 
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Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut Pasal 

ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai "binatang". 

Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara 

terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP 

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 

a. Barangsiapa; 

 b. Secara melawan hukum ; 

c. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai 

atau menghilangkan  

d. Suatu barang; dan  

e. yang seluruh atau sebagian milik orang lain 

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, 

dan melawan hukum. b. Unsur-unsur dalam Pasal 406 

ayat (2): 

a. Dengan sengaja, dan 

 b. Secara melawan hukum. 

2) Penghancuran atau perusakan ringan 

 Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 

KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam 

Pasal 407 KUHP ayat (2) KUHP. Untuk lebih jelasnya berikut 
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ini akan dikemukakan bunyi Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 

407 KUHP secara tegas menyatakan: 

a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, 

jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- 

(dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara 

paling lama tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 

900,- (sembilan ratus rupiah) 

 b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat 

kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang 

merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk 

yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama 

tidak berlaku. 

Pada waktu mengusut perkara perusakan ini polisi senantiasa 

harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik 

barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 250,- dikenakan 

Pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan 

Pasal 101, atau alat untuk membunuh dsb. binatang itu bukan zat 

yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan. 

Adapun unsur-unsur pada Pasal 407 ayat (1) dan (2) jika dirinci 

adalah sebagai berikut: a. Unsur-unsur Pasal 407 ayat (1) KUHP yaitu: 

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi : 
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a. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai 

atau menghilangkan 

b. Suatu barang, dan seekor hewan  

c.  yang seluruh atau sebagian milik orang lain  

d. harga kerugian tidak lebih dari Rp 250,- 

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi: 

a. Dengan sengaja, dan  

b. Melawan hukum 

Unsur-unsur dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP yaitu: 

1. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 

a. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai 

atau menghilangkan, 

 b. Seekor hewan  

c. Tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa 

atau kesehatan  

d. Hewan tidak termasuk hewan yang tersebut dalam 

Pasal 101  

e. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik 

orang lain. 

2. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi: 

a. Dengan sengaja, dan 
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b. Secara melawan hukum. 

3) Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, 

telegram, telepon, dan listrik 

 Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 

KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa dengan sengaja dan 

melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin 

tidak dapat dipakai bangunan-bangunan, kereta api, trem, 

telegram, telpon atau litrik, atau bangunan-bangunan untuk 

membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air 

atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam 

dengan pidana paling lama empat tahun" 

 Pembinasaan atau perusakan barang disini hanya 

mengenai barang-barang biasa kepunyaan orang lain. Jika 

yang dirusakkan itu bangunan-bangunan jalan kereta api, 

telegraf, atau sarana pemerintah lain. Yang dipergunakan 

untuk kepentingan umum, dikenakan Pasal 408. Dapat 

dipahami dari bunyi Pasal di atas, karena dilakukan pada 

benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum, maka 

ancaman hukumannya diperberat menjadi selama-lamanya 

empat tahun. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 408 KUHP 

adalah: 
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1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 

a) Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat 

dipakai, 

b) Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, 

bangunan telegram, listrik atau bangunan telepon, dan 

c) Bangunan-bangunan yang digunakan untuk 

membendung air, membagi air, mnyalurkan keluar air, atau 

selokanselokan, pipapipa gas dan air yang dipergunakan 

untuk kepentingan umum. 

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi unsur dengan sengaja. 

4) Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja 

 Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 

KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa yang karena 

kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut 

dalam Pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak 

dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu 

bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima 

ratus rupiah)" 

 Jenis tindak pidana dalam Pasal 409 adalah merupakan 

delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada 

perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tetapi hanya 

culpa atau kurang berhatihati, maka menurut Pasal di atas 
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hukumannya a diringankan menjadi kurungan selama-lamanya 

satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-. 

diringankan menjadi kurungan selama-lamanya satu bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 409 KUHP 

adalah: 

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:  

a. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat 

dipakai, 

b. Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan 

telegram, listrik atau bangunan telepon, dan  

c. Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung 

air, membagi air, mnyalurkan keluar air, atau selokan-selokan, 

pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan 

umum. 

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi kealpaan/tidak sengaja. 

5) Penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat 

pelayaran Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 

KUHP yang menyatakan: 

 "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, 

menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu 
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gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang 

lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun" 

 Pasal ini mengancam dengan maksimum hukuman 

penjara lima tahun yaitu bagi orang-orang yang dengan 

sengaja dan dengan melanggar hukum melakukan 

penghancuran atau perusakan barang tersebut dalam Pasal di 

atas. 

 Maksud dari sipelaku tidaklah perlu ditujukan terhadap 

sifat perbuatan yang melawan hukum dan cukuplah 25 bila 

perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja dan perbuatan 

itu adalah melawan hukum kata dan pada Pasal 410 berdiri 

berdampingan, yang mengindikasikan bahwa unsur yang 

terakhir itu tidak diliputi oleh unsur yang pertama. 

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 410 KUHP adalah: 

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 

a. Menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai, 

 b. Suatu bangunan gedung atau alat pelayaran, dan  

c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain 

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja dan 

melawan hukum. Pasal 411 

Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan 

dalam bab ini. Adapun ketentuan Pasal 367 adalah : 
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1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan 

dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena 

kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau 

terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau 

pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. 

2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan 

tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia 

keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, 

maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap 

orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada 

pengaduan yang terkena kejahatan. 

3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak 

dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka 

aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu. 

D. Tinjauan Umum Tentang Consursus Dalam Tindak Pidana 

 Perbarengan tindak pidana atau biasa disebut dengan istilah 

concursus merupakan salah satu cabang yang sangat penting dari 

ilmu pengetahuan hukum pidana. Pada dasarnya yang dimaksud 

dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh 

satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan 

pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang 
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awal dengan tindak pidana berikutya belum dibatasi oleh suatu 

putusan. Concursus memiliki 3 bentuk yakni perbarengan peraturan 

(concursus idealis), perbarengan perbuatan (concursus realis) dan 

perbarengan perbuatan berlanjut.27 

 Dengan demikian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi 

untuk dapat menyatakan adanya perbarengan adalah : 

a. Ada dua/ lebih tindak pidana dilakukan  

b. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang 

(atau dua orang dalam hal penyertaan)  

c. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili  

d. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus 

 Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang 

dilakukan oleh satu orang atau lebih, maka ada 3 kemungkinan yang 

terjadi yaitu:28 

a) Terjadi perbarengan, apabila dalam waktu antara dilakukannya dua 

tindak pidana tidaklah ditetapkan satu pidana karena tindak pidana 

yang paling awal di antara kedua tindak pidana itu. Dalam hal ini, dua 

atau lebih tindak pidana itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu 

perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh 

                                                             
27  P.A.F Lumintang. 2011. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, .Citra Aditya 
Bakti,Bandung, hlm. 671 
28  Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana 
Dasar peniadaan pemberatan & peringanan kejahatan aduan, Perbarengan & Ajaran 
Kausalitas. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 46 
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karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi 

justru peringanan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak dipidana 

sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup 

dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya 

sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing tindak pidana. 

Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338 KUHP) tidaklah dipidana 

dengan dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara 

maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan 

maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 56 KUHP).  

b) Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan 

mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah 

menjadi tetap , maka disini terdapat pengulangan. Pada pemidanaan 

si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengulangan, dan disini 

terdapat pemberian pidana dengan sepertiganya. 

c) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah 

dijatuhkan pidana si pembuatnya, namun putusan itu belum 

mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi 

perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap tindak pidana 

itu dijatuhkan tersendiri sesuai dengan pidana maksimum yang 

diancamkan pada beberapa tindak pidana tersebut. 

 Ada tiga bentuk concursus yang dikenal dalam ilmu hukum 

pidana, yang biasa juga disebut dengan ajaran yaitu: 
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a) Concursus idealis: apabila seseorang melakukan satu perbuatan 

dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum 

pidana. Dalam KUHP disebut dengan perbarengan peraturan.  

b) Concursus realis: apabila seseorang melakukan beberapa 

perbuatan sekaligus.  

c) Perbuatan berlanjut: apabila seseorang melakukan perbuatan yang 

sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat 

hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus 

dianggap sebagai perbuatan lanjutan.  

 Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dibahas secara rinci 

mengenai ketiga bentuk perbarengan atau concursus. 

a) Concursus Idealis 

Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke 

dalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai 

gabungan berupa satu perbuatan (eendaadsche samenloop), yakni 

suatu perbuatan meliputi lebih dari satu Pasal ketentuan hukum 

pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus 

idealis adalah sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana 

pokok yang terberat. Dalam KUHP bab II Pasal 63 tentang 

perbarengan peraturan disebutkan : 

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan 

pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara 
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aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang 

memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.  

2. Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana 

yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, 

maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. 

Diantara para ahli hukum terdapat perbedaan pendapat 

mengenai makna satu tindakan atau perbuatan. Sebelum tahun 

1932, Hoge Raad berpendirian bahwa yang dimaksud dengan satu 

tindakan dalam Pasal 63 ayat 1 adalah tindakan nyata atau 

material. Hal ini dapat diketahui dari arrest Hoge Raad (11 April 

1927 W 11673) yaitu seorang sopir telah dicabut surat izin 

mengemudinya dan dalam keadaan mabuk mengemudikan mobil, 

dipandang sebagai satu tindakan saja.29 

Pendapat Hoge Raad kemudian berubah yang dapat lihat 

dalam Arrest Hoge Raad (15 Februari 1932, W. 12491) yaitu 

seorang sopir yang mabuk mengendarai sebuah mobil tanpa lampu 

pada waktu malam hari dipandang sebagai dua tindakan dan 

melanggar dua ketentuan pidana. Di dalam kenyataan yang 

pertama adalah keadaan mobilnya, kenyataan tersebut dapat 

dipandang sebagai berdiri sendiri dengan sifat yang berbeda-beda 

                                                             
29 Adami Chazawi. Op.Cit. hlm 48 
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kenyataan yang satu bukan merupakan syarat bagi timbulnya 

kenyataan yang lain. Disini terdapat concursus realis.30 

Sehubungan dengan pendapat Hoge Raad yang baru 

tersebut, Pompe berpendapat sebagai berikut: “apabila seseorang 

melakukan satu tindakan pada suatu tempat dan saat, namun 

harus dipandang merupakan beberapa tindakan apabila tindakan 

itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cakupan. Contohnya: 

seseorang dalam keadaan mabuk, memukul seorang polisi yang 

sedang bertugas. Cakupan tindakan tersebut adalah mengganggu 

lalu lintas, melakukan perlawanan kepada pejabat yang bertugas 

dan penganiayaan”. 

Selanjutnya Van Benmelen juga memiliki pendapat yaitu: 

“Satu tindakan dipandang sebagai berbagai tindakan apabila 

tindakan itu melanggar beberapa kepentingan Hukum, walaupun 

tindakan itu dilakukan pada satu tempat dan saat”. 

SR Sianturi menyebut Pasal 63 KUHP dengan istilah 

perbarengan tindakan tunggal. Maksud dari concursus idealis 

adalah adanya perbarengan hanya ada dalam pikiran. Perbuatan 

yang dilakukan hanyalah satu perbuatan tertapi sekaligus telah 

menlanggar beberapa Pasal perundang-undangan hukum pidana. 

Contohnya dalah suatu pemerkosaan di muka umum, maka pelaku 

                                                             
30 Marpaung Landen. Op. Cit. hlm 33-34 
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dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menurut Pasal 285 

tentang memperkosa perempuan, dan pidana penjara 2 tahun 8 

bulan menurut Pasal 281 karena melanggar kesusilaan di muka 

umum. Dengan sistem absorbsi, maka diambil yang terberat yaitu 

12 tahun penjara. Namun, apabila ditemui kasus tindak pidana 

yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan 

maksimumnya sama, maka menurut VOS ditetapkan pidana pokok 

yang mempunyai pidana tambahan paling berat. Sebaliknya, jika 

dihadapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana 

pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana terberat 

didasarkan pada urutan jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP. 

Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) terkandung dalam lex 

specialis derogat legi generali (aturan undang-undang yang khusus 

meniadakan aturan yang umum). Jadi misalkan ada seorang ibu 

melakukan pembunuhan terhadap bayinya, maka dia dapat 

diancam dengan Pasal 338 tentang pembunuhan dengan pidana 

penjara 15 tahun. Namun karena Pasal 341 telah mengatur secara 

khusus tentang tindak pidana ibu yang membunuh anaknya, maka 

ibu tersebut dikenai ancaman hukuman selama-lamanya tujuh 

tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 341. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis menarik 

kesimpulan bahwa satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang 
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tidak selamnya sesuai dengan makna concursus idealis 

sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP. Satu tindakan tetap 

harus dipandang sebagai beberapa perbuatan jika tindakan itu 

mempunyai lebih dari satu tujuan atau cakupan, meskipun tindakan 

tersebut timbul pada waktu yang bersamaan bukan berarti sesuatu 

yang bersifat menentukan tindakan yang memiliki sifat yang 

berbeda-beda dan tidak menjadi syarat bagi timbulnya tindakan 

dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri tindakan ini sesuai 

dengan makna yang terkandung dalam concursus realis.  

Satu tindakan yang melanggar beberapa ketentuan pidana 

tetap dipandang sebagai satu perbuatan apabila perbuatan 

tersebut timbul pada waktu yang bersamaan, memeliki keterkaitan 

dengan kenyataan yang lain dan merupakan syarat bagi timbulnya 

kenyataan lain. Selain itu Pasal 63 ayat (2) KUHP menentukan 

bahwa jika ada aturan khusus, aturan umum dikesampingkan. Hal 

ini dapat dilihat dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan 

dengan Pasal 356 KUHP yang juga tentang penganiayaan tetapi 

dengan ketentuan lebih khusus, misalnya penganiayaan yang 

dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya 

b) Concursus realis 

 Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi 

apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-
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masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak 

pidana.31Bisa dikatakan Concursus realis terjadi apabila seseorang 

sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam 

Pasal 65 sampai 71 KUHP. Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai 

berikut : 

a) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan 
pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu 
pidana.  

b) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum 
pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak 
boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah 
sepertiga 

 
Pasal 66 KUHP berbunyi : 

a) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-
masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang 
diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka 
dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya 
tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat 
ditambah sepertiga.  

b) Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya 
maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk 
perbuatan itu.32 

 
Pasal 67 KUHP berbunyi : 
Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka 
beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain lagi kecuali 
pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang-barang yang 
telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim. 
 

                                                             
31 Adami Chazawi. Op. Cit. hlm. 143-144 
32 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946  
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 Berdasarkan rumusan Pasal 65 ayat (1) Kuhp dan Pasal 

66 Kuhp. Maka dapat di simpulkan bahwa masing-masing 

tindak pidana dalam perbarengan perbuatan satu samalain 

harus di pandang terpisah dan berdiri sendiri inilah yang 

merupakan ciri pokok dari perbarengan perbuatan. Dapat di 

lihat dalam Arrest tanggal 13 maret 1933, W 12592 Hoge raad 

berpendapat sebagai berikut: 

“Di dalam satu kecelakaan, seseorang pengemudi mobil telah 

menyebabkan matinya seseorang pengendara sepeda motor 

dan telah menyebabkan seorang lainya mengalami luka berat. 

Apa yang sesungguhnya terjadi itu bukanlah satu pelanggaran, 

melainkan dua akibat yang terlarang oleh undang-undang ini 

merupakan dua perbuatan.”33 

c) Perbuatan berlanjut 

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan 

beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan- 

perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus 

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (Memorie 

van Toelichting), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan 

                                                             
33 Marpaung Landen. Loc. Cit.   
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sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 

perbuatan berlanjut” adalah :34 

a) Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan.  

b) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama 

macamnya.  

c) Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak 

terlalu lama. Batas tenggang waktu dalam perbuatan 

berlanjut tidak di atur secara jelas dalam undang-undang. 

Meskipun demikian jarak antara perbutan yang satu 

dengan yang berikutnya dalam batas wajar yang masih 

menggabarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si 

pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak 

pidana (sama) yang di perbuat sebelumnya maupun 

dengan keputusan kehendak dasar semula. 

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut 

menggunakan sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan 

pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan 

ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat (2) 

merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan 

mata uang, sedangkan Pasal 64 ayat (3) merupakan ketentuan khusus 

dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 

                                                             
34 Erdianto Effendi . Op. Cit. hlm. 185  



47 
 

(pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 407 ayat 

(1) (perusakan barang ringan), yang dilakukan sebagai perbuatan 

berlanjut. 

Apabila nilai-nilai kejahatan yang timbul dari kejahatan ringan 

yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut itu lebih dari Rp. 250,- 

maka menurut Pasal 64 ayat (3) dikenakan aturan pidana yang 

berlaku untuk kejahatan biasa. Misalnya A melakukan 3 kali penipuan 

ringan Pasal 379 berturut turut sebagai suatu perbuatan berlanjut dan 

jumlah kerugian yang timbul adalah lebih dari Rp. 250,- Terhadap A 

bukannya dikenakan Pasal 379 yang maksimumnya adalah 3 bulan 

penjara tetapi dikenakan Pasal 378 yang maksimumnya 4 tahun 

penjara. 

E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 

Pengancaman Dan Perusakan Dalam Putusan Nomor 

1580/Pid.B/2020/Pn.Mks. 

  1. Posisi Kasus 

  Bahwa ia terdakwa Yawan Alias Baim Bin Agus, pada hari 

Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar Pukul 02.35 Wita atau 

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 

2020, bertempat di Hotel Rumah Indah Jl. Ance Dg. Ngoyo No. 19 

Kelurahan  Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar  atau 

setidak-tidaknya  disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
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daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dimana perbuatan 

terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

 Berawal ketika terdakwa bersama saksi Takdir, saksi Ibnu dan 

Lk. Faizi menuju ke hotel untuk mengambil handphone milik terdakwa 

di saksi Farah dan sesampainya didepan pintu masuk hotel, terdakwa 

bertemu dengan saksi Farah diteras hotel dan terdakwa langsung 

meminta handphone milik terdakwa, akan tetapi saksi Farah tidak mau 

memberikan handphone tersebut, hingga terdakwa cekcok dan adu 

mulut dengan saksi Farah, tidak lama kemudian saksi korban menegur 

terdakwa dengan mengatakan “Woe Sundala” sambil mendorong 

terdakwa. Selanjutnya karena emosi, terdakwa menyuruh Lk. Faizi 

untuk mengambil pisau terdakwa yang ada di dalam mobil dan setelah 

pisau tersebut berada ditangan terdakwa, terdakwa langsung 

mengejar saksi korban masuk kedalam hotel sambil mengayunkan 

pisau tersebut kearah saksi korban. Kemudian melihat hal tersebut, 

teman terdakwa yakni saksi Takdir dan saksi Ibnu ikut lari masuk untuk 

melerai dan menyuruh terdakwa untuk keluar sehingga terdakwa 

berhenti dan berjalan keluar menuju mobil Sementara terdakwa 

berjalan keluar, terdakwa melihat meja lalu mendorong meja tersebut 

sampai jatuh ke lantai dan kacanya pecah berantakan dan setelah itu, 

terdakwa keluar dan langsung naik keatas mobil kemudian pergi, 

sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami 
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kerugian sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta 

rupiah). 

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. Register 

Perkara : 1580/Pid.B/2020/PN.Mks adalah sebagai berikut : 

 Dakwaan : 

 Kesatu   

 Bahwa terdakwa Yawan Alias Baim Bin Agus, pada hari Selasa 

tanggal 04 Agustus 2020 sekitar Pukul 02.35 Wita atau setidak-

tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2020, 

bertempat di Hotel Rumah Indah Jl. Ance Dg. Ngoyo No.19 Kelurahan 

Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar atau setidak-

tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 

Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah secara melawan hukum 

memaksa orang lain yakni saksi korban atas nama Firmansyah. S 

supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, 

dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman 

kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain, yang dilakukan 

oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : 

 Berawal ketika terdakwa bersama saksi Takdir, saksi Ibnu dan 

Lk. Faizi menuju ke hotel untuk mengambil handphone milik terdakwa 
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di saksi Farah dan sesampainnya didepan pintu masuk hotel, 

terdakwa bertemu dengan saksi Farah diteras hotel dan terdakwa 

langsung meminta handphone milik terdakwa, akan tetapi saksi Farah 

tidak mau memberikan handphone tersebut, hingga terdakwa cekcok 

dan adu mulut dengan saksi Farah, tidak lama kemudian saksi korban 

menegur terdakwa dengan mengatakan “Woe Sundala” sambil 

mendorong terdakwa. Selanjutnya karena emosi, terdakwa menyuruh 

Lk. Faizi untuk mengambil pisau terdakwa yang ada di dalam mobil 

dan setelah pisau tersebut berada ditangan terdakwa, terdakwa 

langsung mengejar saksi korban masuk kedalam hotel 

sambilmengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban. Kemudian 

melihat hal tersebut, teman terdakwa yakni saksi Takdir dan saksi Ibnu 

ikut lari masuk untuk melerai dan menyuruh terdakwa untuk keluar 

sehingga terdakwa berhenti dan keluar menuju mobil, akibat 

perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa trauma serta 

merasa tidak nyaman dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. 

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana. 
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DAN 

Kedua: 

 Bahwa terdakwa Yawan Alias Baim Bin Agus, pada hari Selasa 

tanggal 04 tanggal 2020 sekitar Pukul 02.35 Wita atau setidak-

tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2020, 

bertempat di Hotel Rumah Indah Jl. Ance Dg. Ngoyo No. 19 Kelurahan 

Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar atau setidak-

tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 

Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja dan 

dengan melawan hak membinasakan, merusakan, membuat sehingga 

tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang 

sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh 

terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : 

 Berawal ketika terdakwa bersama saksi Takdir, saksi Ibnu dan 

Lk. Faizi menuju ke hotel untuk mengambil handphone milik terdakwa 

di saksi Farah dan sesampainya didepn pintu masuk hotel, terdakwa 

bertemu dengan saksi Farah diteras hotel dan terdakwa langsung 

meminta handphone milik terdakwa, akan tetapi saksi Farah tidak mau 

memberikan handphone tersebut, hingga terdakwa cekcok danatau 

mulut dengan saksi Farah, tidak lama kemudian, saksi korban 
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menegur terdakwa dengan mengatakan “Woe Sundala”sambil 

mendorong terdakwa. Selanjutnya karena emosi, terdakwa menyuruh 

Lk. Faizi untuk mengambil pisau terdakwa yang ada di dalam mobil 

dan setelah pisau tersebut berada ditangan terdakwa, terdakwa 

langsung mengejar saksi korban masuk kedalam hotel sambil 

mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban. Kemudian melihat 

hal tersebut, teman terdakwa yakni saksi Takdir dan saksi Ibnu ikut lari 

masuk untuk melerai dan menyuruh terdakwa untuk keluar sehingga 

terdakwa berhenti dan berjalan keluar menuju mobil. Sementara 

terdakwa berjalan keluar, terdakwa melihat meja lalu mendorong meja 

tersebut sampai jauh ke lantai dan kacanya pecah berantakan dan 

setelah itu, terdakwa keluar dan langsung naik keatas mobil kemudian 

pergi, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami 

kerugian sebesar  Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 406 KUHPidana. 

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : 

1580/Pid.B/2020/PN.Mks tertanggal 30 November 2020, yang pada 

pokoknya meminta kepada hakim untuk memutuskan : 
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1). Menyatakan ia terdakwa Yawan alias Baim bin Agus terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman dan 

Pengerusakan” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) 

dan Pasal 406 Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kumulatif; 

2). Menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa Yawan alias Baim bin 

Agus dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi 

selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa 

tetap ditahan; 

3). Menyatakan bahwa barang bukti berupa : 

a. 1 (satu) lembar baju kaos berkera lengan pendek warna 
hitam merah; 

b. 1 (satu) buah rangka meja yang terbuat dari besi berwarna 
putih. 

(dirampas untuk dimusnahkan) 

c. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video CCTV. 
(tetap terlampir dalam berkas perkara) 
 

4) Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan 

dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar 

biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 

4. Analisis Penulis 

 Penyusunan surat dakwaan sebagai sebuah dokumen penting 

dalam hukum acara pidana mempunyai fungsi yang sangat penting, 
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karena menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Surat dakwaan 

merupakan dasar pembuktian tentang tindak pidana yang dilakukan 

oleh terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang 

terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan 

surat dakwaan. Apabila yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak 

terbukti dan/atau bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, 

maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Walaupun demikian, 

pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan itu tidaklah dapat 

disangkalkan penyusunannya, sehingga akan mengakibatkan 

lepasnya terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan 

dari surat dakwaan itu sendiri. Untuk itu, maka penyusunan surat 

dakwaan harus dilakukan secara teliti dan cermat. 

 Surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum telah 

memenuhi syarat-syarat dari surat dakwaan yang tercantum dalam 

Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yakni : 

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 

ditandatangani serta berisi : 

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, 

jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 

pekerjaan terdakwa; 
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b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 

tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu 

dan tempat tindak pidana dilakukan. 

Ketentuan dari Pasal tersebut mengandung makna bahwa di 

dalam penyusunan surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang 

tercantum pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yakni syarat formil dan 

syarat materil. Adapun syarat formil dan syarat materiil dalam surat 

dakwaan antara lain : 

a. Syarat Formil 

 Syarat formil yang dimaksud adalah identitas dari 

terdakwa, agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan 

sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang 

sebenarnya dan bukan orang lain. Dalam hal ini terdakwa 

dalam kasus pengancaman dan perusakan. 

b. Syarat Materil 

 Syarat materil berkaitan dengan penerapan hukum 

pidana materil terhadap suatu perkara. Mengenai syarat 

ini,dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan 

lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 

menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Hal tersebut 

dilakukan agar tidak ada kekurangan yang mengakibatkan 
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batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan 

tidak berhasil dibuktikan. 

 Menurut penulis, penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa 

Penuntut Umum menggunakan bentuk surat dakwaan kumulatif yakni 

secara formal hampir identik dengan dakwaan alternatif dan 

subsidaritas karena bentuk susunannya juga berlapis-lapis. Akan 

tetapi, perbedaannya dengan dakwaan alternatif dan dakwaan 

subsidaritas hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan 

sedangkan pada dakwaan kumulatif seluruhnya harus dibuktikan dan 

dalam satu surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum 

yang disusun secara kumulatif ada beberapa tindak pidana yang 

saling berdiri sendiri dan tidak berhubungan antara tindak pidana yang 

satu dengan lainnya, tetapi didakwakan secara sekaligus, seperti 

kasus yang diteliti oleh peneliti bahwa Jaksa Penuntut Umum 

menyusun surat dakwaannya dalam bentuk kumulatif dikarenakan 

dalam kasus tersebut mengandung concursus idealis yang mana 

concursus idealis ialah suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih 

dari satu aturan pidana dan mengenai penerapan sanksi pidananya 

yakni dijatuhkan ancaman pidana pokok yang paling berat. 
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 Adapun unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa 

Penuntut Umum terhadap terdakwa yakni pada Pasal 335 ayat (1) 

KUHP akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Unsur  barang siapa; 

 Barang siapa yang dimaksud disini adalah setiap 

orang selaku subyek hukum dan mampu 

mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. 

Berdasarkan keterangan saksi-saks, maka yang 

dimaksud dengan barang siapa disini adalah Yawan alias 

Baim bin Agus dengan identitas sebagaimana tercantum 

dalam berkasperkara dan terdakwa dianggap mampu 

mempertanggungjawabkan perbuatannya, terbukti 

selama mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan 

sehat jasmani maupun rohani. 

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan. 

2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain, 

supaya melakukan, tidak melakukan atau 

membiarkan sesuatu; 

 Bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 

ini bersifat alternative, sehingga telah memenuhi unsur 

apabila terbukti salah satunya. bahwa berdasarkan fakta-
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fakta yang terungkap di depan persidangan yang 

diperoleh dan keterangan saksi korban dimana terdakwa 

mengejar saksi korban masuk kedalam hotel sambil 

mengayunkan pisau kearah saksi korban dan akibat 

perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa 

trauma serta merasa tidak nyaman dalam menjalankan 

aktifitas sehari-hari. 

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 

3. Unsur dengan memakai kekerasan,sesuatu 

perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak 

menyenangkan atau dengan  memakai ancaman 

kekerasan, atau sesuatu perbuatan lain maupun 

perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang 

itu maupun orang lain. 

Bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 

ini bersifat alternative, sehingga telah memenuhi unsur 

apabila terbukti salah satunya, bahwa berdasarkan fakta-

fakta yang terungkap didepan persidangan yang 

diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah 

yang pada pokoknya menerangkan bahwa berawal 
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ketika terdakwa bersama saksi takdir, saksi ibnu dan 

saksi faizi menuju ke hotel untuk mengambil handphone 

milik terdakwa di saksi farah dan sesampainya didepan 

pintu masuk hotel terdakwa bertemu dengan saksi farah 

diteras hotel dan terdakwa langsung meminta handphone 

milik terdakwa akan tetapi saksi farah tidak mau 

memberikan handphone tersebut hingga terdakwa 

cekcok dan adu mulut dengan saksi farah, tidak lama 

kemudian saksi korban menegur terdakwa dengan 

mengatakan “Woe Sundala” sambil mendorong terdakwa 

selanjutnya karena emosi terdakwa menyuruh faizi untuk 

mengambil pisau terdakwa yang ada didalam mobil dan 

setelah pisau tersebut berada ditangan, terdakwa 

langsung mengejar saksi korban masuk kedalm hotel 

sambil mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban 

kemudian melihat hal tersebut saksi takdir dan saksi ibnu 

ikut lari masuk untuk melerai dan menyuruh terdakwa 

untuk keluar, sehingga terdakwa berhenti dan berjalan 

keluar mobil sementara terdakwa berjalan 

keluar,terdakwa melihat meja tersebut sampai jatuh ke 

lantai dan kacanya pecah berantakan dan setelah itu 



60 
 

terdakwa keluar dan langsung masuk keatas mobil 

kemudian pergi. 

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur 

inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum. 

 Kemudian dakwaan jaksa penuntut umum pada 

Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai 

berikut : 

1. Unsur barang siapa; 

Bahwa pengertian barang siapa disini adalah 

siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan 

perbuatan pidana dan dapat mempertanggung- 

jawabkan perbuatannya, bahwa Yawan alias Baim bin 

Agus yang dihadapkan dipersidangan ini dengan 

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 

yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi, barang 

bukti dan keterangan terdakwa-terdakwa sendiri yang 

membenarkan identitasnya masing-masing dalam 

surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka terdakwa 

yang diajukan dalam perkara ini adalah Yawan alias 
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Baim bin Agus sebagai manusia yang dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-

masing. 

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur 

“barang siapa” telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan menurut hukum 

2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan 

hak merusakkan, membuat sehingga tidak dapat 

dipakai lagi. 

Berdasarkan fakta yang terungkap 

dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-

saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan para 

terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar 

pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar 

02.35 Wita di Hotel Rumah Indah Jl. Ance Dg. Ngoyo 

No. 19, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang 

Kota Makassar, berawal ketika terdakwa bersama 

saksi takdir, saksi ibnu dan saksi faizi menuju kehotel 

untuk mengambil handphone milik terdakwa di saksi 

farah dan sesampainnya didepan pintu masuk hotel 

terdakwa bertemu dengan saksi farah diteras hotel 

dan terdakwa langsung meminta handphone milik 
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terdakwa akan tetapi saksi farah tidak mau 

memberikan handphone tersebut hingga terdakwa 

cekcok dan adu mulut dengan saksi farah, tidak lama 

kemudian saksi korban menegur terdakwa dengan 

mengatakan “ Woe Sundala” sambil mendorong 

terdakwa selanjutnya karena emosi terdakwa 

menyuruh faizi untuk mengambil pisau terdakwa yang 

ada didalam mobil dan setelah pisau tersebut berada 

ditangan. Terdakwa langsung mengejar saksi korban 

masuk kedalam hotel sambil mengayunkan pisau 

tersebut kearah saksi korban kemudian melihat hal 

tersebut saksi takdir dan saksi ibnu ikut lari masuk 

untuk melerai dan menyuruh terdakwa untuk keluar 

sehingga terdakwa berhenti dan berjalan keluar mobil 

sementara terdakwa berjalan keluar, terdakwa 

melihat meja tersebut sampai jatuh ke lantai dan 

kacanya pecah berantakan dan setelah itu terdakwa 

keluar dan langsung naik keatas mobil kemudian 

pergi. 

bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur 

ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum. 
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Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa peneliti sependapat dengan Jaksa Penuntut 

Umum bahwa perbuatan terdakwa masuk kategori concursus idealis 

dan adapun perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah 

dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan 

oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu Pasal 335 ayat (1) 

KUHPidana tentang tindak pidana pengancaman dan dakwaan kedua 

Pasal 406 KUHPidana  tentang tindak pidana perusakan, ini 

didasarkan pada alat bukti serta barang bukti yang sah yang 

terungkap dalam persidangan serta fakta-fakta yang terungkap juga 

semakin membuktikan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur 

dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


